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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0539/Pdt.G/2021/PA.Prob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3574036011850004, tempat dan tanggal lahir Probolinggo,

20 November 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Karyawan  PT.  Eratex  Djaja,  tempat  kediaman  di  Kota

Probolinggo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 3574010304840001,  tempat dan tanggal lahir  Probolinggo,

03  April  1984,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Karyawan  Bengkel  Motor,  tempat  kediaman  di  Kota

Probolinggo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat /  Tergugat,  serta  telah  memeriksa

alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dengan surat  gugatannya tertanggal  16  November

2021 telah  mengajukan gugatan  Cerai  Gugat yang didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Probolinggo  pada  hari  itu  juga  dengan  register  perkara

Nomor 0539/Pdt.G/2021/PA.Prob, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat telah  melangsungkan  pernikahan  dengan

Tergugat  pada  tanggal 04  Juli  2011 dihadapan  Pejabat PPN  KUA

Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

236/14/VII/2011 tanggal 04 Juli 2011;
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2. Bahwa pada waktu akad nikah,  Penggugat berstatus  Perawan  dan

Tergugat berstatus Duda Cerai;

3. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan

dan keduanya bertempat tinggal  bersama semula dan terakhir  di  rumah

milik Tergugat;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak

yang bernama :

4.1. ANAK, lahir tanggal 29 Mei 2012;

Dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  mulai

goyah  dan  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus

yang sulit didamaikan sejak tahun 2016;

6. Bahwa  sebab-sebab  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran

tersebut adalah karena :

6.1. tergugat  sering  melukakan  Kekerasan  Dalam  Rumah

Tangga  (KDRT)  terhadap  Penggugat  setiap  terjadi  pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat;

6.2. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat setiap

terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6.3. Tergugat  tidak  memberikan  nafkah  (lahir)  terhadap

Penggugat sejak tahun 2019 hingga sekarang;

6.4. Tergugat sering bermain judi;

6.5. Tergugat  sering  mengungkit  masalah  uang  yang  telah

dipakai untuk berobat Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya

sejak bulan Oktober 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu)

bulan, Penggugat meninggalkan Tergugat dan telah berpisah rumah, yang

mana dalam pisah rumah tersebut saat ini  Tergugat bertempat tinggal di

rumah milik Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan

Penggugat milik Ibu Indah;
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8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu)

bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana

mestinya  karena  sejak  saat  itu  Tergugat  tidak  lagi  melaksanakan

kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan

Oktober  2021,  tidak  ada  upaya  perdamaian  yang  dilakukan  oleh  pihak

keluarga Penggugat  maupun Tergugat  untuk memperbaiki  rumah tangga

Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa  dengan  sebab-sebab  tersebut  di  atas,  maka  Penggugat

merasa  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  dapat

dipertahankan  lagi  karena  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus-

menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk

hidup  rukun  lagi,  maka  Penggugat  berkesimpulan  lebih  baik  bercerai

dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat  sanggup  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul

akibat perkara ini.

Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut diatas,  Penggugat  mohon  kepada

Majelis  Hakim  untuk  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  berbunyi  sebagai

berikut :  

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughro  Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

 

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat dan

Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  Penggugat dan

Tergugat di persidangan namun tidak berhasil; 

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0539/Pdt.G/2021/PA.Prob

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa  Ketua  Majelis  telah  memerintahkan  Penggugat dan  Tergugat

untuk  menempuh  upaya  mediasi,  namun  sesuai  laporan  Mediator  bernama

IMAM SULIYONO, S.Sos., MM tanggal 01 Desember 2021, ternyata mediasi

tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan

maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban

secara lisan sebagai berikut;

 Bahwa posita angka 1 sampai dengan angka 4 adalah benar; 

 Bahwa posita  angka 5 tidak benar,  yang benar  adalah rumah tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  baru  3  minggu  tidak  rukun  dan  tidak  ada

pertengkaran, dan masalahnya hanya masalah tidak dibuatkan mie dan kopi;

 Bahwa posita angka 6.1 tidak benar, karena tidak ada kekerasan yang

dilakukan oleh Tergugat, adapun Tergugat berkata kasar kepada Penggugat

sebagaimana posita angka 6.2 adalah benar, karena Tergugat saat itu lagi

emosi,  sedangkan  posita  angka  6.3  tidak  benar,  karena  Tergugat  masih

memberi  nafkah  kepada  Penggugat,  terkahir  1  minggu  yang  lalu  uang

sejumlah Rp.200.000, adapun posita angka 6.4 tidak benar Tergugat main

judi adu ayam, karena untuk menjual ayam, ayam tersebut harus diadu dulu

dan itu syaratnya, sedangkan masalah dalam posita angka 6.5 tidak benar,

Tergugat hanya mengingatkan saja; 

 Bahwa posita angka 7 tidak benar,  yang benar tanggal  18 Nopember

2021,  Penggugat  keluar  rumah  sampai  sekarang  tidak  ada  perdamaian

sedangkan hubungan suami isteri masih kami lakukan;

Bahwa atas jawaban Tergugat  tersebut,  Penggugat  mengajukan replik

yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya semula

Bahwa  atas  replik  Penggugat  tersebut,  Tergugat  mengajukan  duplik

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawaban semula

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  Nama  MIRNA  IKA

NOVITASARI  Nomor  3574036011850004  Tanggal  20-03-2013  yang
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dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti surat tersebut

telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 236/14/VII/2011 Tanggal 04

Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo,

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan

telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Ketua

Majelis diberi tanda P2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan

saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI  I,  umur  50  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,

pekerjaan  Swasta,  bertempat  tinggal  di  BERAU,  di  bawah  sumpah,

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa,  saksi  kenal  Penggugat  dan  Tergugat dan  memiliki  hubungan

dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat; 

- Bahwa,  saksi  mengetahui  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat

tinggal bersama di di rumah milik Tergugat;;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat 1 (satu) orang

anak;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  keadaan  rumah  tangga  Penggugat dan

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis,  akan tetapi  kurang lebih

sejak  sejak  tahun  2016  sudah  tidak  rukun  lagi  sering  terjadi

pertengkaran; 

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak sekali

perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan

rumah  tangga  Penggugat dan  Tergugat disebabkan  karena  Tergugat

tidak  memberikan  nafkah  (lahir)  terhadap  Penggugat,  Tergugat  juga

sering  berkata  kasar  terhadap  Penggugat  serta  Tergugat  sering

melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
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- Bahwa, saksi mengetahui antara  Penggugat dan  Tergugat sudah pisah

rumah sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang dan sudah

tidak bersatu lagi; 

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan

Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

2. SAKSI II,  umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir,

bertempat  tinggal  di  Kota  Probolinggo,  di  bawah  sumpah,  memberikan

keterangan sebagai berikut :

 Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai paman Penggugat; 

 Bahwa,  saksi  mengetahui  setelah  menikah  Penggugat  dan

Tergugat tinggal bersama di di rumah milik Tergugat;;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  dari  perkawinan  Penggugat dan

Tergugat 1 (satu) orang anak;

 Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

sejak  sejak  tahun  2016  yang  mengakibatkan  antara  Penggugat dan

Tergugat sudah berpisah rumah, sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai

dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat

tidak pernah bersatu lagi; 

 Bahwa,  saksi  mengetahui  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak

memberikan nafkah terhadap Penggugat, selain itu Tergugat juga sering

berkata kasar ;

 Bahwa,  saksi  sering  mendengar  perselisihan dan pertengkaran

Penggugat dengan Tergugat;

 Bahwa,  pihak  keluarga  sudah  ada  upaya  mendamaikan  dan

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  bantahannya,  Tergugat  telah

mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1.  JOKO  bin  ATMARI,  umur  40  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,

pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta Gang Srikoyo,
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RT.01,  RW.01,  Kelurahan  Pilang,  Kecamatan  Kademangan,  Kota

Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa,  saksi  kenal  Penggugat  dan  Tergugat dan  memiliki  hubungan

dengan Tergugat sebagai sejak tahun 2016; 

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat 1 (satu) orang

anak;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  keadaan  rumah  tangga  Penggugat dan

Tergugat awalnya rukun, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang

lalu kondisi rumah tangganya sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi

pertengkaran; 

- Bahwa,  saksi  tidak  pernah  melihat  terjadinya  perselisihan  dan

pertengkaran;

- Bahwa,  sepengetahuan  saksi  penyebab  ketidakharmonisan  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat juga sering

berkata  kasar  terhadap  Penggugat  serta  Tergugat  sering  melakukan

kekarasan terhadap Penggugat;;

- Bahwa, saksi mengetahui antara  Penggugat dan  Tergugat sudah pisah

rumah kurang lebih 1 bulan; 

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan

Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

2. BUDIONO bin  SANIMIN,  umur  45  tahun,  agama Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan  Swasta,  bertempat  tinggal  di  Jl.  FlamboyanGang  I,  RT.01,

RW.01, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo,  di

bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa,  saksi  kenal  Penggugat  dan  Tergugat dan  memiliki  hubungan

dengan  Tergugat sebagai  pernah  melihat  dan  mendengar  langsung

sebanyak sekali; 

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat 1 (satu) orang

anak;

- Bahwa,  setahu  saksi  setelah  menikah  rumah  tangga  Penggugat dan

Tergugat rukun dan harmonis, adapun terjadi pertengkaran itu hal biasa; 
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- Bahwa,  saksi  kadang  mendengar  terjadinya  perselisihan  dan

pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun dapat terselesaikan;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  dari  curhat  Tergugat  bahwa  penyebab

ketidakharmonisan  rumah  tangga  Penggugat dan  Tergugat karena

Tergugat  tidak  memberi  nafkah  dan  suka  main  ayam,  apabila  ayam

tersebut dijual, harus diadu dulu supaya terjual mahal;

- Bahwa, saksi mengetahui antara  Penggugat dan  Tergugat sudah pisah

rumah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya dan sudah tidak bersatu lagi; 

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan

Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Bahwa  selanjutnya  Penggugat menyampaikan  kesimpulan  yang  pada

pokoknya Penggugat tetap pada Gugatan dan Repliknya serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena pada tahap

sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya  Tergugat tidak hadir  dan tidak

mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil

secara  resmi  dan  patut  serta  tidak  datangnya  itu  tidak  disebabkan  suatu

halangan yang sah; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,  maka ditunjuk segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  antara  Penggugat dan  Tergugat telah  dilakukan

upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun

tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

(4)  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini  perkara perceraian,  maka

pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

ketentuan Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  7  tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai

Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertangkaran disebabkan Tergugat  tidak memberikan nafkah (lahir)  terhadap

Penggugat,  Tergugat  juga  sering  berkata  kasar  terhadap  Penggugat  serta

Tergugat sering melukakan terhadap Penggugat; akibatnya sejak bulan Oktober

2021 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah

tidak ada komunikasi  apalagi  menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya

suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam

jawaban  dan  dupliknya  membenarkan  sebagian  dan  membantah  sebagian

yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup,

telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan  sesuai  dengan  aslinya,  maka  bukti  surat

tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil,  isi  bukti  tersebut  mengenai  tempat

kediaman  Penggugat,  relevan  dengan  dalil  yang  hendak  dibuktikan  oleh

Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai

akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti

bahwa  Penggugat  bertempat  tinggal  di  wilayah  hukum  Kota  Tasikmalaya,

dengan demikian Pengadilan Agama  in casu Pengadilan Agama Tasikmalaya

berwenang  untuk  memeriksan  dan  mengadili  gugatan  Cerai  Gugat  yang

diajukan Penggugat  (Vide  Pasal  49  dan Pasal  73  Ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009);
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Menimbang,  bahwa  bukti  P.2  merupakan  akta  autentik,  bermeterai

cukup,  telah  dicap pos (nazegelen)  dan sesuai  dengan aslinya,  maka bukti

surat  tersebut  telah memenuhi  syarat  formil,  isi  bukti  tersebut  menerangkan

bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal  04 Juli 2011,

relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh  Penggugat, sehingga telah

memenuhi  syarat  materil,  maka  bukti  P.2  sebagai  akta  otentik  mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

 Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P.2 terbukti  bahwa  Penggugat

dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Juli 2011 di

Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena  Penggugat dan  Tergugat masih terikat

sebagai  suami  istri  yang  sah,  maka  Penggugat sebagai  persona  standi  in

judicio memiliki  legal standing  sehingga  Penggugat dapat dinyatakan sebagai

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang,  bahwa  2  (dua)  saksi  Penggugat,  adalah  keluarga  atau

orang dekat  Penggugat dan atau  Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.  Pasal  134 Kompilasi  Hukum

Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang,  bahwa  keterangan  2  (dua)  saksi  Penggugat mengenai

hubungan  Penggugat dan  Tergugat serta  mengenai  keadaan  rumah tangga

Penggugat dan  Tergugat,  adalah  fakta  yang  pernah  dilihat  dan  didengar

langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh

karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana  telah  diatur  dalam Pasal  171  HIR sehingga  keterangan  saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa keterangan 2 (dua)  saksi  Penggugat bersesuaian

dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang

saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR; 
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Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  bantahannya  tersebut,

Tergugat  telah  mengajukan  alat  bukti  2  (dua)  orang  saksi,  keduanya  telah

memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat hubungan Penggugat

dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan

dalil  yang  harus  dibuktikan  oleh  Tergugat  oleh  karena  itu  keterangan  saksi

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan

dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok

antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu  keterangan  dua  orang  saksi

tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang,  bahwa  keterangan  2  orang  saksi  Tergugat,  sepanjang

mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, ternyata

mendukung keterangan saksi-saksi Penggugat;

 Bahwa  Tergugat tidak  menyampaikan  kesimpulannya  karena  pada

tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya  Tergugat tidak hadir dan

tidak mengirim wakil  atau  kuasanya meskipun telah  diperintahkan  dan atau

dipanggil  secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan

suatu halangan yang sah, karena itu gugatan ini dilanjutkan pemeriksaannya di

luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan

di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  Tergugat  tidak

memberikan  nafkah  terhadap  Penggugat,  Tergugat  juga  sering  berkata

kasar  terhadap  Penggugat  serta  Tergugat  sering  melukakan  terhadap

Penggugat;;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat

dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021 yang lalu

hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi
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dan  tidak  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  masing-masing

sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga

Penggugat dan  Tergugat sudah  berusaha  menasehati  Penggugat dan

Tergugat dan  sudah  ada  upaya  musyawarah  dua  keluarga  untuk

merukunkan  Penggugat dan  Tergugat,  akan tetapi  tidak berhasil,  karena

Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  kejadian  tersebut  di  atas

dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara  Penggugat dan  Tergugat terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  atas,  maka  Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga  Penggugat dan  Tergugat benar-

benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  terus  menerus  yang  sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk

dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga

yang  demikian  tidak  sejalan  dengan  maksud  dan  tujuan  perkawinan

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam  yang  terkandung  dalam Kitab  Fikih  Sunah  Juz  II  halaman  290  yang

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku

selalu  mendapat  perlakuan  yang  menyakitkan  dari  suaminya

sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan

suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang,  bahwa fakta  hukum tersebut  telah  juga memenuhi  salah

satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)
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Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  dan  Penggugat  belum  pernah  dijatuhi  talak,  maka  petitum  gugatan

Penggugat  agar  Pengadilan  menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat

terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu

patut dikabulkan; 

Menimbang  bahwa  talak  satu  ba’in  sughra  merupakan  talak  yang

dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum

dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup

bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)

kepada Penggugat (PENGGUGAT);  

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari  Rabu tanggal  05 Januari  2022 Masehi,  bertepatan

dengan tanggal  1 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami  ULFAH, S.Ag., M.H

sebagai  Ketua  Majelis,  MARWAN  IBRAHIM  PIINGA,  S.Ag dan  MULYADI,

S.H.I.,  M.H.I masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
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Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim  Anggota  yang  sama  dan

dibantu  oleh  SITI  NURUL  QOMARIYAH,  S.H.,  M.HES. sebagai  Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ttd

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag

Ketua Majelis

Ttd

ULFAH, S.Ag., M.H
Hakim Anggota

Ttd

MULYADI, S.H.I., M.H.I
Panitera Pengganti

Ttd

SITI NURUL QOMARIYAH, S.H., M.HES.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00

2. Proses : Rp.  75.000,00

3. Panggilan : Rp.  630.000,00

4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00

5. Redaksi : Rp.  10.000,00

6. Meterai : Rp.            10.000  ,00  

Jumlah Rp. 775.000,00 

(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
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